
BUPATI SERDANG BEDAGAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 
PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 39 TAHUN 2016 

TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN PADA SElRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH DAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

I BUPATI SERDANG BEDAGAI, 
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6] Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang 

Bedagai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

I • dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai; 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)  ;  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten 

· · · . . . "  Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
i . .  4  N e g ar a  Republik Indonesia Tahun 200@ Nomor 1 5 1 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (I mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nonori 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 3 5 5 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
o 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan_ 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460); • 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor/66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor!67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2009 Nomor 1 1 2 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) ;  

9. Jndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor i6,  Tarnbahan Lernbaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 23 : Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan · e t  
U n d a n g - U n d an g  Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 'nomor 58, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );  _  -  �- 12. eraturan Pemerintal7:.,J').9.mor j23 Tahun 2005, tentang .engelolaan Keuangan' Layanan Umum ( Lembaran iegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . · · .4 5 0 2 ) ; z @ g e e s ,  t u ' gl s  iris._ .  kuj t e a  zz u w .:gsi. N e t ,7 a _ a d s .    
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sic. t a 4 .  get Katt; Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
• r r a t . ,  Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;  
14.Peraturan Pemerintah Nomor '19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4826); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor [53 Tahun 2010, tentang 
disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomnor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 ); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

5E.5£.5TETE.a. 17.  Per~tur~h Daerah'K~btp~tr'5%dang Bedagai Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
1 3 7 ) ;  



Menetapkan: 

MEMUTUSKAN : 
l 

i 

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN 
FUNGSI JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH, 
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 
DAN INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai. 
2. Pemerintahan Drah adalah penyelenggaraan, urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan i Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut asas otonomi dan tugas pembantan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Peranskat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati/wali kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangi menjadi kewenangan 
Daerah kabupaten. 

7 . '  Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib - disele�g, an oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki 
Daerah 

10 .  Tugas,'embantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
Daer~h ;untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadjewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 
provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

1 1 .  Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 
dasar warga negara. 

12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang 
Bedagai yang selanjutnya disebut Sekdakab. 

13 .  Sekretaris Dewa Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupten Serdang Bedagai. 

14. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah, yang selanjutnya pimpinan Inspektorat disebut Inspektur. 

15 .  Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang 
terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keah'ian dan atau keterampilan 
personil akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan 

5s.7;±snuuan Peratran Perun~dang-Uadangan yeas belaku. 
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BAB II 

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN 

Pasal 2 
(1) Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai selaku perangkat daerah 
menyusun rincian tugas dan fungsi untuk setiap jabatan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1 )  ditetapkan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Rincian 
Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. 

Pasal 3 
(1 )  Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir dalam 

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
dan fungsi setiap jabatan yang ada pada Sekretariat Daerah, Sekretariat 

I 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Kabupaten Serdang 
Bedagai. 

(2) Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebagaimana terlampir daam 
Peraturan Bupati ini, terdiri dari: 
a. rincian tugas an fungsi jabatan pada sekretariat daerah; 
b. rincian tugas c n fungsi jabatan pada sekretariat dewan perwakilan 

rakyat daerah; 
c. rincian tugas dan fungsi jabatan inspektorat. 

Pasal 4 
Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan sebageimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Bupati. 

BAB III . L KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Denge 5 berlakunya Peraturan Bupati ini, m aka Peraturan Bupati Serdang 
Bes RE?? Tahu 2011  tentang Rincian Tugas an Fungsi Jabatan 
pada Org isasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Bupati Nomor 
12 Tahun 2 0 1 1  tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dicabut dan 
di.yatakan tidak berlaku lagi. 



Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuindangkan. 

Ditetapkan di Sei Rampah 
pada tanggal I S  DENE? 2at¢ 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

Me 
H. SOEKIRMAN 

· Rampah 
ME 2 L  

H  KABUPATEN, 

HADI WINARNO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 
NOMOR 39 


